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Abstrak

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi daan
kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat
kabupaten kota. Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode
2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan
yang memenangkan pasangan calon nomor urut | yakni, H. Sahbirin Noor dan
wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
Selatan batal atas kecurungan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi.
Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif ,
penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum
normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna
diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua
tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini
menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di
sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak
kecurangan atau keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon gubernur
kalimantan selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana,
keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada
Desember 2020.

Abstract

The regional head election aims to elect the head of the provincial and district / city levels,
namely the governor at the provincial level and the regent /| mayor at the city district level.
In the Governor Election in South Kalimantan for the 2021-2024 period, a re-voting was
carried out due to indications of fraud in favor of candidate pair number I, namely, H.
Sahbirin Noor and his deputy H. Muhidin, after the decision letter of the Constitutional
Court (MK) stated that the results of the vote count determined by the South Provincial
KPU were canceled due to the fraud proven in the Constitutional Court trial. ~This
research uses an empirical type that is reinforced by normative elements, this research
uses two stages, namely the first study of the applicable normative law, the second stage
of application to events in concreto to be realized through real actions and legal
documents. The use of these two stages requires secondary data and primary data. The
results of this study indicate that the occurrence of re-voting because after being proven at
the Constitutional Court hearing, it was proven that the organizing officer committed acts
of fraud or partiality towards one of the pairs of candidates for governor of South
Kalimantan. The impact of the re-voting is the need for additional funds, the delay in the
implementation of the South Kalimantan regional elections which should have been
completed in December 2020.
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PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi daan
kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota.
Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi di lakukan dengan pemilihan secara langung oleh
rakyat. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Diatur dalam UUD 1945 pada pasal
I8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemilukada secara demokratis, dengan mekanisme pemilihan
suara secara langsung oleh rakyat.'

Demokrasi sudah tidak asing lagi di dengar oleh berbagai kalangan masyarakat khususnya
para politisi secara bahasa Demokrasi adalah sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat,
kekuasaan tertinggi ysng diambil oleh keputusan rakyat bersama, rakyat yang berkuasa,
pemerintahan untuk rakyat, dan oleh rakyat itu sendiri.” PemiluKada secara langsung oleh rakyat
secara demokratis diatur melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. | Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.l Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, pasal | angka | menyatakan
bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan
Wakil Bupati dan Woakil walikota dipilih secara langsung dan demokratis, tentunya dipilih oleh
rakyat secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah Pada tahun 2020 sangatlah berbeda pada Pilkada-Pilkada
sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksankan Pemilihan Kepala Daerah di tengah —
tengah Pandemi Covid-19. Akan tetapi Pemerintah mengantisipasi agar Pilkada harus tetap
terlaksana, pilkada sempat di undur yang seharusnya di laksanakan pada 23 september 2020 lalu
harus di undur hingga 9 desember 2020 tahun lalu, pada pandemi Covid-19 ini potensi terjadinya
kecurangan Pilkada sangatlah besar, Petahana/Incumbent adalah pihak yang sangat diuntungkan
karena diduga berpotensi mudah melakukan kecurangan, ke khawatiran yang mungkin terjadi
adalah manipulasi anggaran penanganan COVID-19 di saat pemilihan Pilkada nanti serta
penyalahgunaan anggaran APBD atau anggaran lainnya untuk kampanye yang dapat merugikan
Negara tentunya.?

Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan
Pemilihan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon
nomor urut | yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan

Mahkahamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh

' Eko Noer Kristiyanto, Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia: Studi
di Batam”, Jurnal Penelitian Hukum De jure, Vol. 17 No. I, (maret,) 2017, him. 49

2 Kata Data, “Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan sejarahnya,” | Februari 2022,
https://katadata.co.id/safrezi/berita/6 | ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-
sejarahnya, (23:54 wita)

3 Law Unja, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi” 5 Februari 2022,
https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/, (20:56 wita)
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KPU Provinsi Selatan batal atas kecurungan yang terbukti di sidang Mahkamah, dalam putusan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk
melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang terindifikasi kecurangan yaitu
TPS Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur,
Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan
Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang yang ada di Kabupaten Tapin.*

Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Pelaksanaan Pemungutan suara ulang dalam waktu
paling lama 60 (enam puluh hari) kerja sejak Putusan Mahkamah ini diucapkan, pelaksanaan PSU
ini tidak lain adalah perwujudtan sebuah bentuk Demokrasi dalam Pemilihan Umum, Pemilu
merupakan sarana untuk rakyat dalam berdaulat dan berdemokrasi, atau bisa dikatakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau sebuah pesta demokrasi
rakyat.®* Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan
Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan
untuk menlaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No.|24/PHP.GUB-XIX/2021.

Kecurangan tersebut telah melanggar peraturan perundangan-undangan khususnya proses
penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
(LUBER dan JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU | Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Pemilihan
dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip demokrasi serta menenggakkan asas Luber dan Jurdil,
maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang.® Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik
untuk meneliti dengan judul “Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur Di Kalimantan

Selatan Periode 2021-2024"

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap
orang dalam hubungan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga

penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris tidak bertolah dari hukum posititif tertulis

* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia, Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021,
Mahkamah Konstitusi, him. | 144.

> Kompasiana,”Pemilihan Umum Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia” 5 februari 2022,
https://www.kompasiana.com/winda77023/60d15ddb063 | 0e36 | b2ea242/pemilihan-umum-
sebagai-wujud-demokrasi-di-indonesia, (20:32 wita)

® Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia, Op.cit, him. 1139
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(perundang-undangan) sebagao data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang

diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).”

Sifat Penelitian

Sifat penilitan ini adalah deskripstif, yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara
tepat perilaku suatu individu, keadaan, gejala atau kelempok tertentu, atau menentukan sebuah
frekuensi atau penyebaran suatu gejela atau frekuensi adanya hubungan tertentu dalam suatu
gejala dan gejala lain yang berada di masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-
hipotesa, mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang
bersangkutan.®

Jenis dan Sumber Data

Jenis data Peniliti mengambil dua macam jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada umumnya

jenis data ada dua macam yaitu kuantitatif dan kualitatif yang akan di jelaskan di bawabh ini,

1) Data kuantitatif merupakan data yang di dapatkan dalam bentuk angka, yang dapat diukur,
dihitung serta dideskripsikan dengan menggunakan angka.

2) Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui data naratif, adalah data yang
menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang tidak dapat dihitung, dengan melalui
wawancara.

Data Primer

Data primer adalah sumber data dari suatu dari suatu objek atau dokumen original-
material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang dikumpulkan dari
situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer.” Sumber data primer yang digunkan

dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

ayat (4) yang berbunyi bahwa Pemilukada secara domokratis, dengan mekanisme pemilihan suara

secara langsung oleh rakyat, Undang-undang Nomor | Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor | Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti

Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [24/PHP.GUB-XIX/2021, PKPU

Nomor 13 Tahun 2020 Virus Disease 2019 (COVID-19), dan peraturan lainnya yang

bersangkutan dengan penelitian ini

Data Sekunder

7 Djoni Sumardi Gozali, 2021, lImu Hukum Dan Penelitian llmu Hukum, Yogyakarta ; Ull
Press, Cet. |, him.1 10

8lbid., him.21

? Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung; PT Refika Aditama, 2009), cct.
Pertama, him., 289
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Data yang didapat dengan cara searching internet, kepustakaan dan sumber data yang
tidak didapat melalui orang langsung misalnya lewat dokumen.'® Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet dan pendapat
para ahli.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan 2 (dua)
teknik yang digunakan Kedua teknik tersebut adalah wawancara, observasi
Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara dua orang
atau lebih secara tatap muka atau berhadapan secara fisik mengadakan komunikasi atau
mengadakan proses tanya jawab secara lisan yang bertujuan memperoleh informasi."'
Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai kegiatan
melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejela-gejela atau
fenomena yang sedang diteliti.'?

Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda,
hewan, tumbuh-tumbuhan, gejela-gejela, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data
yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Margono, 2004). Tujuan
diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari
anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.'’ Populasi dalam penelitian ini
meliputi; Komisi Pemilihan Umum Provinsii Kalimantan Selatan, Badan Pengawas Pemilu
Kalimantan Selatan.

Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik
pengambilan sampling (Husain dan Purnomo, 2001). Penelitian ini menggunakan Teknik
Pengumpulan Data dengan Non Probability Sampling. Non Probability Sampling adalah teknik yang
tidak memberi pelung/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih
menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Pengambilan Sampel Non Probality Sampling ini menggunakan
teknik Sampling Purposive. Ciri utama dari sampling ini ialah apabila anggota sampel yang dipilih

secara khusus berdasarkan tujuan peneliian." sumber yang akan menjadi data ini adalah

' Hardani, 2020, Metode Penelitian Kudlitatif & Kuantitatif, Yogyakarta; Pustaka lImu, him.
121

""Djoni Sumardi Gozali, Op.cit, him. 60

12 1bi, him.57

'3 Hardani, Op.cit, him. 361

' Ibid., him. 368
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Perwakilan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang bersedia di

wawancarai, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan yang bersedia di wawancarai.

Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa data yang dilakukan. Pertama adalah menata secara
sistematis catatan hasil observasi atau wawancara, selanjutnya adalah pengolahan data hasil
wawancara kedalam bentuk teks sehingga mudah untuk mendapatkan gambaran lengkapnya.
Langkah terakhir dalam tahap pengolahan data adalah data yang sudah terkumpul melalui
wawancara di edit. Tahap ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan
untuk menjawab permasalahan penelitian. Beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin ada
yang belum terjawab dengan sempurna atau terlewatkan. Untuk kasus ini data yang masih belum
ditanyakan akan di ulang lagi.

Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi, tahap
berikutnya adalah tahap analisis. sama seperti teknik pengumpulan data, analisis data juga
merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi
arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab
persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-
batasan pada temuan hingg menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data yang
didapatkan.'® Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif menurut
Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. penjelasan dar langkah tersebut adalah sebagai
berikut :

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau
pokok permasalahan tertentu. Data yang terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan,
kemudian dirangkum dan diseleksi.'®
2) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami
melalui tabel, grafik/diagram atau bentuk lainnya, untuk menunjukkan hubungan, perbandingan,

pola, kecenderungan maupun pencilan dalam data.'”

'>Marzuki, Metodelogi Riset (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002, him. 64
'®Pengertianilmu, *“ Pengertian Reduksi Data”, 21 Februari 2022,
https://www.pengertianilmu.com/2019/07/pengertian-reduksi-data.html, (21:13 wita)
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3) Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga penelitian yang

mula-mula belum jelas meningkat menjadi lebih jelas dan rinci (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan
periode 2021-2024

Dalam sidang sengketa Pilkada yang diajukan Paslon urut 02, yakni H. Denny Indrayana
dan wakilnya Difiriadi, kelembaga Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang mengadili tingkat pertama
dan terakhir, bahwa dalam sidang MK menyatakan batalnya surat keputusan hasil surat rekapitulasi
suara KPU, setelah terbukti pasangan urut nomor Ol, yaikni H. Sahbirin Noor dan wakilnya
melakukan pelanggaran yang harus mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang di sejumlah
Tempat yang terbukti terindifikasi terjadinya pelanggaran, Sehingga harus melakukan Pemungutan
suara ulang.

Adapun aturan Undang-undang tentang PSU, Aturan Pilkada Serentak 2020, Pelaksanaan
Pilkada Pilgub kalsel 2020, dan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalesel 2020 adalah Sebagai
Berikut:
. Aturan Undang-Undang Pemungutan Suara Ulang

Adapun aturan Undang-Undang yang Memuat tentang Pemungutan Suara Ulang, terdapat
di Undang-Undang No.l Tahun 2015 paal 112 Bab XV bagian kesatu yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara
tidak dapat dilakukan

2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas
Kecamatan Terbukti terdapat | (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara
tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau
menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. Petugas KPPS merusak lebihh dari satu surat suara yang sudah digunakan

oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

'7 Geospasialis, “ Penyajian Data”, 21 Februari 2022, https://geospasialis.com/penyajian-
data/#Pengertian_penyajian_data, (21: 26 wita)
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d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada
TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.'8

Pasal 2 lampiran UU | Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Pemilihan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil’. Apabila pemilihan tidak dilaksanakan dengan
prinsip LUBER dan JURDIL maka bisa dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan
Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor |3 Tahun 2020

Dalam Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada 23
september 2020 harus diundur pelaksanaanya hingga 9 Desember, hal tersebut terjadi karena
Pandemi Virus Covid-19 yang mengakibatkan harusnya Pilkada diundur. Setelah rapat kerja antara
Komisi Il DPR RI dengan KPU, BAWASLU, Kemendagri, dan Dewan Kehormatan (DKPP) yang
dilaksanakan Senin 21 september 2020 di ruang rapat Komisi Il DPR R, hasil rapat kerja pada
poin kedua DPR RI meminta KPU Rl untuk merevesi PKPU Nomor [0 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana
Non Alam.

Alasan dari revisi Peraturan PKPU dalam wawancara Ketua KPU Kalsel Sarmuji adalah
“Sesuai hasil rapat kerja yang dilaksanakan oleh DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua
Badan Pengawas Pemilu, Kementrian Dalam Negeri, dan Ketua Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, alasan rapat kerja itu dilakukan untuk menyepakati pelaksanaan Pilkada
Serentak 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 92020, serta aturan Pelaksanaan PKPU
Nomor 10 Tahun 2020 yang perlu di ubah, khusunya yang ditekankan anggota DPR RI Komisi I,
yakni Melarang pertemuan massa banyak atau kerumunan, kampanye dilakukan dengan media
daring, Mewajibkan protokol kesehatan dalam media kampanye, Penegakan disiplin pelanggaran
Pemilukada, aturan tata cara pemungutan suara untuk usia rentan, Maka dari itu KPU merivisi
PKPU No. 10 Tahun 2020 menjadi PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disase 2019 (COVID-19)”."”
3. Pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020

Penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 Periode 2021-2024

atau Pilkada Kalsel (Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan), dalam rangka memilih

'® Undang-Undang No. | Tahun 2015 Pasal 112
' Hasil Wawancara Ketua KPU Kalsel
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Gubernur dan  Wakil Gubernur Kalsel Periode 2021-2024, KPU Melakukan sidang pleno
penetapan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil yang digelar KPU Kalsel, pasangan Urut Ol
yang ditetapkan KPU kalsel, Yakni H. Sahbirin Noor yang lebih sering dikenal dengan sebutan
Paman Birin dan Wakilnya H. Muhidin, yang didukung koalisi sembilan partai yaitu parta Golkar,
PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Nasdem, PSI, dan Perindo. Sementara Paslon nomor Urut 02,
yakni H. Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi didukung lima partai, yaitu partai Gerindra, Partai
Demokrat, PPP, Partai Berkarya dan Partai Hanura.

Dalam wawancara Ketua KPU Kalsel Sarmuji “syarat dari pendaftaran Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur adalah adanya tiga partai politik pengusung Calon Gubernur dan wakil
Gubernur yang memiliki suara”.® Pemerintah Provinsi Kalsel menyiapakan anggaran dana untuk
pelaksanaan Pilkada serentak di Kalsel 2020 melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
anggaran pelaksanaan Pilkada mencapai Rp 150 miliar.

Adapun Tahapan Peyelenggaraan Pilkada serentak adalah sebagai berikut :

I. Perencanaan Program dan Anggaran ;

2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

3. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan;

4. Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan; dan
5

. Pembentukan PPK dan PPS (Tertunda Karena Pandemi Covid- 19)

Tahapan Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 adalah adalah sebagai
berikut:
. Pembentukan PPK dan PPS (I5 Juni 2020-31 Jan 2021) dan KPPS (24 Nov-23 Des
2020);
2. Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (18 Jul-16 Agus 2020);

w

Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS)
(22 Sep-1 Okt 2020);

4. Pendaftaran Pasangan Calon (4 Sep-6 Sep 2020);

5. Pemeriksaan Kesehatan (4 Sep-11 Sep 2020);

6. Penetapan Pasangan Calon (23 Sep 2020);

7. Pelaksanaan Kampanye (26 Sep-5 Des 2020);

8. Pelaksanaan Pemungutan Suara (9 Des 2020);

9. Penghitungan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara (9-15 Des 2020)

10. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan (Jadwal MK)

Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan atau Pemilihan Gubernur

kalimantan selatan 2020 periode 2021-2024, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan

2 Hasil Wawancara Ketua KPU Kalsel
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batalnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No. 134/PL.02.6-
Kpt/63/Prov/XII/2020, dalam hasil wawancara ketua KPU Prov Kalsel Sarmuji adalah “ Sesuai
Surat Keputusan KPU Kalsel tentang hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan, Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut |, H.Sahbirin Noor dan
Wakilnya H. Muhidin, memperoleh suara sebanyak 851.822 (delapan ratus lima puluh satu ribu
delapan ratus dua puluh dua), sedangkan Nomor Urut 2, H. Denny Indrayana dan wakilnya
H.Difriadi dengan perolehan suara sebanyak 843.695 (delapan ratus empat puluh tiga ribu enam
ratus sembilan puluh lima).”

Hasil Pilkada Kalsel sebelum PSU :

e No. | ¢ Nama Pasangan Calon e Perolehan
Suara

o | e H. Sahbiririn Noor dan wakilnya H. Muhidin | ¢ 851.822

o 2 e H. Denny Indrayana dan wakilnya H.Difriadi | ¢ 843.695

J e Jumlah o 1.695517

4. Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel 2020

Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 22 Desember 2020 menerima permohonan
gugatan yang diajukan Calon Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi terhadap hasil
Reakapitulasi Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil
sidang sengketa Pilkada Tersebut memutuskan bahwa dibatalkannya surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No. 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XI1/2020 tentang
hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Dalam Sidang sengketa tersebut terdapat kecurangan yang memenangkan pihak Pasangan
Calon no Urut | H.Sahbirin Noor dan Wakilnya Muhidin, yaitu kehadiran pemilih 100 persen di
24 TPS Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin serta adanya pengelembungan suara di
Kabupaten Banjar. Menurut Erna Ketua Badan Pengawas Pemilu dalam wawancaranya “terjadinya
Pemungutan Suara Ulang Karena salah satu Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Selatan
keberatan atas hasil dari rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU, maka ada mekanisme yang boleh
dilakukan oleh pasangan calon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut, kemudian Paslon
yang keberatan mengajukan proses sengketa ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu hanya menerima
keberatan atas awal proses Pemilihan Kepala Daerah misalnya saat kampanye, dalam sidang
sengketa yang di ajukan Paslon 2 Hj. Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi tentang keberatan

atas hasil akhir perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan, mengajukan

2! Hasil Wawancara Ketua KPU Kalsel
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sejumlah fakta-fakta yang menguatkan Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemungutan di Sejumlah
Daerah.””

Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Pemungutan di sejumlah Wilayah
Kalimantan Selatan Tiga Kabupaten/Kota (Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan
Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman,
danKecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten
Tapin) yaitu TPS I,TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS I, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS
I3, TPS 14, TPS 16, TPS I8 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS I, TPS 2,
TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS | dan TPS 3 Desa Mekarsari).

Langkah Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam wawancara Ketua KPU Sarmuji adalah “Melakukan rapat kordinasi
anatara stakeholder ( Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kalsel,
Heriansyah, Perwakilan Kapolda, Danrem, Bawaslu, Partai Pengusung paslon, KPU Kabupaten
yang terlibat PSU dan tamu undangan lainnya) memberitahukan bahwa melaksanakan Pemungutan
Suara Ulang di 3 Kabupaten/kota, perekrutan anggota baru Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
perekrutan anggota baru Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Penetapan anggaran
PSU yaitu sebesar 25,4 milliar dan penetapan pelakanaan PSU yaitu pada 9 juni.”?

Sedangkan Bawaslu setelah Putusan Mahkamah Kontitusi yang memerintahakan PSU di
sejumlah Wilayah Kalimantan Selatan dalam wawancara Erna Kasypiah “mempersiapkan jajaran
bawaslu dalam pengawasan PSU dan menunggu PSU kapan dilaksanakan yang ditetapkan oleh KPU
Kalsel dan penyampain kepada publik terhadap pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah-
wilayah yang diputuskan PSU karena tidak semua wilayah Kalsel melaksanakan PSU, hanya di tiga
Kabupaten Kota yang berbeda-beda kecamatannya, jadi Bawaslu mengkordinasikan jajaran internal
pengawas khususnya di wiliyah yang diputuskan oleh Mk melaksanakan PSU.”%

Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil
PSU, pasangan Calon no urut | Sahbirin Noor dan Wakilnya Muhidin meraih suara hasil PSU di
tujuh Kecamatan pada tiga Kabupaten/Kota sebanyak |19.307 suara. Sedangkan Pasangan no Urut
2 Denny Indrayana dan Wakilnya H Difiriadi Derajat Sebanyak 57.100 suara. Perolahan suara pada
PSU Pilgub Kalsel pada 9 juni dan 9 Desember 2020 secara akumulasi pasangan calon no urut 2
Sahbirin Noor dan Wakilnya Muhidin memperoleh 871.123 suara, sedangkan paslon no urut 2
Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi memperoleh suara 831.178. Selisih suara sebanyak 39.945
dari pemilih suara sah sebanyak 1.702.301 suara di 3 Kabupaten/kota.”

Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel:

22 Hasil Wawancara Ketua BAWASLU Kalsel

B Hasil Wawancara Ketua KPU Kalsel

24 Hasil Wawancara Ketua BAWASLU Kalsel

2 Hasil Wawancara KPU Kalsel serta diperkuat dengan Data Rekapitulasi KPU
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e N | e Nama Pasangan Calon e Perolehan

o Suara

e | | e H. Sahbiririn Noor dan wakilnya H. Muhidin o 871.123
e 2 | e« H.Denny Indrayana dan wakilnya H.Difriadi e 831.178
. e Jumlah e 1.702.301

Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan sengketa oleh Pasangan Calon no urut 2 H.
Denny Indrayana dan Difriadi pada tanggal senin 21 juni 2021, dalam sidang sengketa hasil PSU
tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak akan mengulang lagi pelaksanaan PSU atau
menerima gugatan Paslon no 2 tersebut, gugatan dari Denny Indrayana adalah meminta untuk
Mahkamah Konstitusi pembatalan Paslon No urut | Sahbirin dan Muhidin sebagai kontestan Pilgub
Kalsel serta menetapkan Paslon No urut 2 Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi sebagai
pemenang Pilgub Kalsel.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX.2021 yang di ucapakan
pada tanggal 30 Juli 2021, yang menyatakan menolak gugatan dari H. Denny Indrayana dan
Wakilnya Difriadi, KPU dalam surat Keputusannya Nomor 43/PL/02/7-Kpt/63/Prov/VIIl/2021
tentang penetapan Pasangan calon Gubernur daan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan
Woakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Tahun 2020 Nomor Urut | (Satu), Sdr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin dengan
perolehan suara sebanyak 871.123 (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tiga)

suara atau 51.17 % (Lima puluh satu koma tujuh belas persen) dari total suara sah.?

B. Dampak Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan
Selatan periode 2021-2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XIl/2020 yang menyatakan
Pemungutan Suara Ulang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah
atau Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2021-2024 (Pilgub Kalsel), menyebabkan
dampak dalam pelaksanaan maupun kerugian bagi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun
dampak kerugian dari hasil wawancara penelitian di KPU Prov Kalsel dan Bawaslu Kalsel adalah

sebagai berikut :

26 Hasil Wawancara Ketua KPU Kalsel Sarmuiji diperkuat dengan surat keputusan KPU
Nomor 43/PL.02.7-Kpt/63/Prov/VII/2021
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.  Dampak PSU bagi Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

Menurut Ketua KPU Kalsel Sarmuji, kerugian yang didapat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalsel yaitu:”
a. Perlu tambahan waktu dan tenaga untuk melaksanakan PSU.
b. penetapan anggaran untuk pelaksanaan PSU yang dimana anggaran yang diperlukan untuk

PSU senilai Rp25,4 milliar, KPU Kalsel kekurangan dana sebesar Rp5,4 milliar sehingga

perlu bantuan dari Pemerintahan Provinsi, dana tersebut digunakan untuk keperluan gajih

anggota PPS dan KPPS yang baru serta keperluan protokol kesehatan.
C. adapun kerugian yang di alami Kalimantan Selatan, yakni penundaan calon Gubernur

terpilih yang harusnya selesai pada 9 Desember 2020.

2. Dampak PSU bagi Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan

Menurut Ketua Bawaslu Erna, Kerugian yang di dapat Badan Pengawas Pemilu adalah:*®
“Tidak dapat dikatan sepenuhnya kerugian karena PSU merupakan amanat untuk menjalankan
Undang-undang, PSU adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan Demokrasi/ Pesta rakyat dalam
bentuk Demokrasi. Akan tetapi hanya saja perluya tambahan tenaga dan waktu, selain itu Pilkada
di Kalsel harus selesai pada 9 Desember 2020 tetapi di Kalsel harus terlambat dari Daerah lain,
sehingga Jajaran kami perlu bekerja ekstra dalam Pelaksanaan Pemunguan Suara Ulang dalam
Pilkada Kalsel/Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020.”

Menurut Erna Ketua Bawaslu jika pihak salah satu pihak tidak puas dengan hasil PSU bisa
mengajukan sengketa ke pengadilan Mahkamah Konstitusi yang mengadili Tingkat Pertama dan
Terakhir, pada saat itu pihak Paslon no urut 2 Denny indrayana mengajukan gugatan kembali
mengenai hasil PSU, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak gugatan yang di

ajukan Denny indrayana.”’

%’ Hasil Wawancara Ketua KPU Kalsel Sarmuji
28 Hasil Wawancara Ketua Bawaslu Erna
2 |bid
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KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh peniliti bahwa Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan | satu
kali selanjutnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, adapun alasan dari pemungutan suara ulang adalah sebagai

berikut :

I. Alasan dari Pemungtan Suara Ulang Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan Periode 2021-2024.

Pemungutan Suara Ulang disejumlah wilayah Kalimantan Selatan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kabupaten/Kota 7 Kecamatan yang ada di Kalimantan
Selatan, karena terjadinya manipulaitif suara (pengelembungan), keberpihakkan petugas/penyelenggara Pemilihan Kepala
Daerah di tempat TPS yang memenangkan salah satu pasangan calon, di beberapa tempat Pelaksanaan Pemungutan
Suara terdapat kehadiran pemilih 100 persen di 24 TPS Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin), adanya pembukaan
kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), serta adanya pengelembungan suara di

Kabupaten Banjar.

2. Dampak Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024.

Dari hasil Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang
terjadi di Kalsel, yakni Perlunya tambahan dana dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, keterlambatan pelaksanaan
Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai di bulan Desember 2020, keterlambatan dalam menetapkan Gubernur dan
Wakil gubernur secara depenitif, yang dimana Daerah lain sudah selesai akan tetapi di Kalimantan Selatan perlu

tambahan waktu dan tenaga untuk proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

SARAN

Sebelum mengakhiri hasil penelitian dari skripsi ini ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penliti terkait

pelaksanaan pemilihan kepala daerah kalimantan selatan 2020 agar tidak terjadi pemungutan suara ulang kembali, yaitu:

I. Untuk KPU Kalsel:

a. Perlunya pemberian pemahaman lebih terhadap petugas anggota penyelenggara tentang pemungutan suara
terutama petugas PPK agar tidak terjadi lagi ketidak profesionalitas dari penyelenggara pelaksanaan pemungutan
suara.

b. Pastikan daftar pemilih tetap dengan kehadiran yang ada di tempat pemungutan suara, serta pastikan jumlah hasil

suara dengan kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara.

2. Untuk Bawaslu Kalsel:
a. Tingkatkan pengawasan di tempat pemungutan suara agar tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh
petugas pelaksana pemungutan suara.
b. Memberikan arahan/pembelajaran terhadap anggota pengawas pemilu mengenai aturan undang-undang

pemilukada agar anggota pengawas pemilu bersikap profesionalitas dan berintegritas.
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3.  Untuk Mahkamah Konstitusi

Pastikan bukti-bukti dari penggugat sengketa Pilkada terbukti secara benar sesuai ketentuan undang-undang

yang berlaku.

4. Untuk pemerintah

Kembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke undang-undang yang terdahulu seperti yang di atur dalam UU
1974 dipilih oleh DPRD, karena melihat terjadinya masih ada kecurangan dan sistem pemilihan langsung dalam

pemilihan kepala daerah memerlukan anggaran yang besar.
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